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PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 9} TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI huruf D lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran;

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN...
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Boyolali.
.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah.

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Boyolali.

. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.

. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan
pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum Daerah.

.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan
APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara
umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.

BABII...



BAB II
PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 2
Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit
organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan,
dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek
dan/atau sub rincian objek.

Pasal 3

(1) Pergeseran anggaran terdiri atas:
a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
dan
b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan

APBD.

(2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
. pergeseran antar organisasi;
. pergeseran antar unit organisasi,
. pergeseran antar program,
. pergeseran antar kegiatan;
. pergeseran antar sub kegiatan;
pergeseran antar kelompok; dan
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. pergeseran antar jenis.
(3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD sébagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama,
b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek
yang sama; dan
d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian
objek.

Pasal 4

(1) Pergeseran tidak menyebabkan perubahan APBD yang
dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa
melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran
APBD terlebih dahulu.

(2) Dalam hal Perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran
ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang perubahan
penjabaran APBD.

(3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung
dalam laporan realisasi anggaran.

(4) Semua...
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(4) Semua pergeseran anggaran dapat dilaksanakan berdasarkan
perubahan DPA-SKPD.

(5) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang
menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum
perubahan APBD melalui ketetapan Bupati dengan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

(6) Dalam hal pergeseran anggaran dilakukan sebelum
perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran
ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan
APBD.

(7) Jika pergeseran anggaran dilakukan setelah perubahan
APBD, dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

(8) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan
DPA-SKPD.

(9) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan
APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.

(10) Pergeseran anggaran diikuti déngan pérgeseran anggaran kas.

Pasal 5

(1) SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi
dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

(2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai berikut:

a. TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah
tentang APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran
mengubah Peraturan Daerah tentang APBD; dan

b. Sekretaris Daerah/PPKD/pengguna anggaran memberikan
persetujuan jika pergeseran anggaran tidak mengubah
Peraturan Daerah tentang APBD.

(3) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menyiapkan
perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran
anggaran.

(4) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

BAB III
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 6
(1) Tata cara pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 yaitu Kepala SKPD menyampaikan surat

permohonan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris
Daerah selaku Ketua TAPD, yang terdiri dari:



(2)

(3)

(4)

(5)

il

a. surat pengantar yang memuat kode kegiatan, nama
kegiatan, kode sub kegiatan, nama sub kegiatan dan
alasan pergeseran anggaran untuk setiap sub kegiatan;
dan

b. lampiran yang memuat rincian pergeseran anggaran yang
sesuai dengan surat pengantar sebagaimana dimaksud
pada huruf a.

Berdasarkan surat usulan dan data lampiran usulan
pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
TAPD bersama dengan SKPD pengusul pergeseran anggaran
melakukan rapat pembahasan usulan pergeseran anggaran.

Dalam rapat pembahasan usulan pergeseran anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TAPD melakukan
verifikasi dan identifikasi usulan pergeseran anggaran dengan
menggunakan aplikasi yang telah disediakan.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi

antara lain:

a.alasan atau latar belakang dilakukannya pergeseran
anggaran,;

b. kesesuaian kode rekening belanja, ketersediaan standar
satuan harga dan/atau analisa standar; dan

c. kesesuaian usulan pergeseran anggaran dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

sebagai berikut:

a. TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah
tentang APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran
mengubah Peraturan Daerah tentang APBD; dan

b. Sekretaris Daerah/PPKD/pengguna anggaran memberikan
persetujuan perubahan DPA jika pergeseran anggaran tidak
mengubah Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 7

Format usulan SKPD mengenai pergeseran anggaran antar objek
belanja dan antar rincian objek belanja dalam 1 (satu) sub
kegiatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 3 OFtober 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 2 Oklober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 9%

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SRI PUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 9% TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

FORMAT PERGESERAN ANGGARAN

Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/
b pRt st 4 it RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN (Berkurang)
%ob Volume/ Satuan Harga Jumlah | Volume/ Satuan Harga Jumlah R
Koefisien Satuan (Rp) Koefisien Satuan (Rp) (Rp)
Bovolaliy ..o it
Kepala SKPD
(tanda tangan)
(Nama)
NIP

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT



